
 

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 

Kampus ITS Sukolilo - Surabaya  60111 

Telepon : 031-5994251 – 54, 5947274, 5945472 (Hunting) 

Fax : 031-5947264, 5950806 

http://www.its.ac.id 

 
Nomor          :  T/25520/IT2.III/TU.00.08/2021            03 Mei 2021 

Lampiran      : 3 (tiga) Surat Edaran 

Perihal          :    Larangan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik  

 

Kepada     

Yth.         : Para Wakil Rektor 

Sekretaris Institut 

Para Dekan 

Para Direktur 

Para Kepala Kantor 

Para Kepala Biro 

Para Kepala Departemen  

Para Kepala Unit/UPT/Satuan 

Kepala Perpustakaan 

di Lingkungan ITS 

 

A. MENUNJUK DAN MEMPERHATIKAN : 

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tanggal 

07 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/Atau Mudik dan/atau Cuti Bagi 

Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

2. Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 07 April 2021 tentang Peniadaan Mudik 

Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah; 

3. Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 21 April 2021 tentang Peniadaan 

Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah; 

 

B. LARANGAN BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ITS 

Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan ITS dan keluarga, dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar 

daerah dan/atau mudik pada periode tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021. Selain tanggal tersebut, 

sesuai Addendum SE Satgas COVID-19 juga ada ketentuan terkait menjelang dan pasca periode peniadaan mudik 

tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021. 

 

C. SANKSI DAN PELAPORAN 

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran tersebut, maka : 

1. bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan ITS yang melanggar akan dikenakan sanksi hukuman disiplin 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai PNS dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.  

2. masing-masing pimpinan unit kerja di lingkungan ITS untuk melaporkan kepada Wakil Rektor Bidang SDM 

dan TSI ITS terkait pelaksanaan atas surat edaran tersebut di unit masing-masing paling lambat 23 Mei 2024, 

dan selanjutnya ITS akan melaporkan kepada Menteri PANRB tanggal 24 Mei 2021 (format laporan 

sebagaimana dalam lampiran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 08 Tahun 2021 tanggal 07 April 2021). 

 

D. Ketentuan lebih lengkap terkait pelarangan melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik tertuang 

dalam konsideran pada Bagian A, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini, untuk itu Bpk/Ibu untuk 

dapat mempelajarinya. 

 

Demikian kami sampikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 

 

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, 

dan Teknologi dan Sistem Informasi, 

 

 

 

 

 

Ahmad Rusdiansyah 

Tembusan Yth : NIP 196811091995031003  

1. Rektor sebagai laporan; 

2. Kabag. Administrasi Umum dan Kearsipan Digital. 
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SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 

 

ADDENDUM SURAT EDARAN  

NOMOR 13 TAHUN 2021  

TENTANG  

PENIADAAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH DAN UPAYA 

PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1442 HIJRIAH 

 

 

A. Latar Belakang 

1. bahwa pada bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah dan semakin mendekati Hari 

Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, terdapat peluang peningkatan mobilitas 

masyarakat, baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun pariwisata 

yang akan meningkatkan risiko laju penularan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19). 

2. bahwa berdasarkan hasil Survei Pasca Penetapan Peniadaan Mudik Selama 

Masa Lebaran 2021 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian 

Perhubungan Republik Indonesia ditemukan bahwa masih adanya 

sekelompok masyarakat yang hendak pergi mudik pada rentang waktu H-7 

dan H+7 pemberlakuan Peraturan Peniadaan Mudik Idul Fitri. 

3. bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 

2, maka perlu dibentuk Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan 

COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul 

Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari Addendum Surat Edaran ini adalah mengatur pengetatan 

persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan 

mudik (22 April - 5 Mei 2021) dan  H+7 peniadaan mudik (18 Mei - 24 Mei 2021). 

Sementara selama masa peniadaan mudik 6 - 17 Mei 2021 tetap berlaku Surat 

Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya 
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Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama 

Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. 

Tujuan Addendum Surat Edaran ini adalah untuk mengantisipasi peningkatan 

arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus 

antardaerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik 

diberlakukan. 

 

C. Waktu 

1. Periode H - 14 menjelang masa peniadaan mudik (6 Mei 2021 sampai dengan 

tanggal 17 Mei 2021) yang dimaksudkan dalam Addendum Surat Edaran ini 

berlaku pada tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal  5 Mei 2021. 

2. Periode H + 7 pasca masa peniadaan mudik (6 Mei 2021 sampai dengan 

tanggal 17 Mei 2021) yang dimaksudkan dalam Addendum Surat Edaran ini 

berlaku pada tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021. 

 

D. Ruang Lingkup 

Tetap 

 

E. Dasar Hukum  

Tetap 

 

F. Pengertian 

Tetap 

G. Protokol 

Menambahkan beberapa ketentuan dengan bunyi sebagai berikut: 

 

13. Selain ketentuan dalam angka 5, berlaku ketentuan khusus pengetatan 

mobilitas Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) pada periode menjelang 

masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 22 April sampai dengan tanggal 

5 Mei 2021 dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei 

sampai dengan tanggal 24 Mei 2021, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat 

keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya 

diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum 

keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di 

Bandar Udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan 

dan mengisi e-HAC Indonesia; 

b. Pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan surat keterangan 

hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil 

dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau 

surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum 

keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC 

Indonesia; 
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c. Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat 

keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya 

diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum 

keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di 

Pelabuhan sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan 

mengisi e-HAC Indonesia;  

d. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran 

terbatas dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi, atau 

dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu 

wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat 

hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat 

perjalanan namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh 

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah; 

e. Pelaku perjalanan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat 

keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya 

diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum 

keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di 

Stasiun Kereta Api sebelum keberangkatan sebagai persyaratan 

perjalanan; 

f. Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan tes acak 

rapid test antigen/tes GeNose C19 apabila diperlukan oleh Satuan 

Tugas Penanganan COVID-19 Daerah; 

g. Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, dihimbau melakukan tes 

RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun 

waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau tes GeNose 

C19 di rest area sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan 

dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan 

COVID-19 Daerah; 

h. Pengisian e-HAC Indonesia dihimbau bagi pelaku perjalanan dengan 

seluruh moda transportasi darat umum maupun pribadi, kecuali bagi 

pelaku perjalanan udara dan laut wajib melakukan pengisian e-HAC 

Indonesia; 

i. Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan tes 

RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan; 

j. Apabila hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 pelaku 

perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan 

tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes 

diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil 

pemeriksaan; dan 

k. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

fungsi terkait perhubungan darat/laut/udara/perkeretaapian 

menindaklanjuti Addendum Surat Edaran ini dengan melakukan 

penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada Addendum Surat 

Edaran ini dan peraturan perundang-undangan. 
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14. Perjalanan orang selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 

Hijriah sebagaimana dimaksud pada huruf G.1 Surat Edaran Satuan Tugas 

Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari 

Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 

Hijriah dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku 

perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, antara 

lain: bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka 

anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didamping oleh 1 (satu) orang 

anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) 

orang, dan kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat 

keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat. 

15. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan 

memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di 

daerahnya secara lebih rinci, dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan 

instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan Addendum 

Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 

tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya 

Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama 

Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. 

16. Instrumen hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 15 yang mengatur 

mengenai kriteria dan persyaratan khusus merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 

Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah 

dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. 

 

H. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi 

Tetap 

 

I. Penutup 

Addendum Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 22 April sampai dengan 

tanggal  5 Mei 2021 dan 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021, serta akan 

ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan situasi 

terakhir di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 




